
BUPATI KAUR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR : D'f TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 83 TAHUN 2017 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR 

NO MORO 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

Menimbang 

Mengingat 

DAERAH KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa dengan adanya peru bahan harga sewa kendaraan 

dalam wilayah Kabupaten Kaur serta tunjangan perumahan 

dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan fungsi DPRD 

maka perlu mengubah besaran tunjangan transportasi dan 

tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Kaur; 

b. bahwa berdasarkan Kajian Kantor Jasa Penilai Publik 

Kampianus dan Rekan Tunjangan Perumahan 

Pimpinan/ Anggota DPRD Kabupaten Kaur dan Tunjangan 

Kendaraan Anggota D PRD Kabu paten Kaur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Kaur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Kaur Nomor 83 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 0 1 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2828); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten 

Kaur di Provinsi Bengkulu {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Indonesia Nomor 6057); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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Menetapakan 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor O 1 tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administarsi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 240); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 83 TAHUN 2017 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN KAUR NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG HAK 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 83 Tahun 2017 ten tang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor O 1 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 

552) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk 

uang yang dibayarkan setiap bulan. 

(2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut : 

a. ketua DPRD 

b. wakil Ketua DPRD 

c. anggota DPRD 

Rp. 13.750.000,-/bulan 

Rp. 8.750.000,-/bulan 

Rp. 6.250.000,-/bulan 

(3) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan 

dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak dapat diberikan apabila telah tersedia rumah negara dan 

perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. 

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 16 

( 1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan. 

(2) Kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi setiap bulan . 

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam 

bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan 30 (tiga puluh) hari yang 

dibebankan pada APBD Kabupaten Kaur sebesar Rp 13.455.000,- (tiga belas 

juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). 

(4) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan transportasi 

dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Pembayaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Diundangkan di Bintuhan 

pada tanggal a ;:7onuCT I'/ 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

NANDAR M ADI 

Ditetapkan di Bintuhan 
' 

pada tanggal f Jc1/?t/c//'-/ 2021 

BU .ATI KAUR, ; 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2021 NOMOR : 89'7. 


